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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana sistem perizinan
lingkngan hidup dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia dan
bagaimana proses Izin Lingkungan, Amdal, UKL-
UPL. Dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normative, disimpulkan: 1. Sistem
perizinan lingkungan sebagai instrument
pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran
lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan
pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan
hidup. Oleh karena itu, pengaturan dan
penyelenggaraan perizinan lingkungan hidup
harus didasarkan norma keterpaduan pada
UUPPLH. Perizinan terpadu bidang lingkungan
hidup dalam hal ini tidak hanya tentang teknis
administrasi (prosedur, waktu dan biaya) saja
sebagaimana dipahami oleh aparat
pemerintahan selama ini. Namun juga
berkaitan dengan aspek subtansi perizinan
bidang lingkungan hidup itu sendiri. 2. Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah
upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup oleh
penanggung jawab dan atau kegiatan yang
tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86
tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL
tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
Kata kunci: Sistem perizinan, perlindungan,
pengelolaan lingkungan hidup
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Dalam pengelolaan lingkungan hidup, upaya
utama vyang harus dilakukan adalah
pencegahan, pencemaran, atau kerusakan
lingkungan hidup, ukan penanggulangan
pencemaran, yang telah terjadi sesuai dengan
prinsip menyatakan “announce of prevention si
worth a pound of cure”. Salah satu tindakan
preventif yang menjadi prinsip dalam Hukum
Administrasi Negara adalah melalui prosedur
perizinan. Fungsi preventif dari kegiatan usaha
yang bersinggungan dengan lingkungan hidup
diwujudkan dalam bentuk izin lingkungan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Selanjutnya izin lingkungan menjadi syarat
utama untuk mengeluarkan izin usaha yang
berkaitan dengan eksploitasi sumber daya
alam, contohnya izin usaha pertambangan
mineral dan batubara. (Nurul Listiyani, Muzahid
Akbar Hayat, Sublanta Mandala, Penormaan
Pengawasan Izin Lingkungan dalam
Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber
Daya Alam, Jurnal Media Hukum, Vo. 25 Nomor
2/Desember 2018).

Sistem perizinan lingkungan sebagai
instrument pencegahan kerusakan dan/atau
pencemaran lingkungan hidup pada hakikatnya
merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan
lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan
dan penyelenggaraan perizinan lingkungan
hidup harus didasarkan norma keterpaduan
pada UUPPLH. Perizinan terpadu bidang
lingkungan hidup dalam hal ini tidak hanya
tentang teknis administrasi (prosedur, waktu
dan biaya) saja sebagaimana dipahami oleh
aparat pemerintahan selama ini. Namun juga
berkaitan dengan aspek subtansi perizinan
bidang lingkungan  hidup itu sendiri.
Mencermati ketentuan-ketentuan yang
berkaitan dengan perizinan dalam UUPPLH ini,
pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin
lingkungan sebagai syarat untuk mendapat izin
usaha dan/atau kegiatan (sectoral). Pada saat
yang sama juga merupakan suatu ketentuan
pelanggaran terhadap suatu
aturan/persyaratan (kewajiban-kewajiban)
hukum aadministrasi, seperti kewajiban-
kewajiban yang dicantumkan dalam izin, atau
melakukan tindakan tersebut dengan tidak
memiliki izin.
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Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik
untuk membahas dalam karya tulis yang
berbentuk skirpsi dengan judul : “Sistem
Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup”.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem perizinan lingkngan
hidup dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan  Lingkungan Hidup di
Indonesia ?

2. Bagaimana proses lIzin Lingkungan,
Amdal, UKL-UPL?

C. METODE PENULISAN

Metode pendekatan yang dipergunakan
oleh penulis dalam penelitian ini sesuai dengan
permasalahan yang diangkat adalah
pendekatan  yuridis normative, dimana
berdasarkan  pendekatan tersebu, maka
penelitian ini meliputi lingkup inventarisasi
hukum positif, yang merupakan kegiatan
pendahuluan dari seluruh proses dalam
penelitian ini.

PEMBAHASAN
A. Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

Izin lingkungan merupakan syarat untuk
mendapatkan izin usaha atau kegiatan
pengelolaan lingkungan hidup dan untuk
mendapatkan izin lingkungan, pelaku usaha
atau kegiatan diwajibkan membuat Amdal atau
UKL (Usaha Kegiatan Lingkungan)-UPL (Usaha
Pengelolaan Lingkungan).

Yang berwenang dalam menerbitkan Izin

lingkungan adalah Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangan

surat keputusan kelayakan lingkungannya
atau rekomendasi UKL-UPLnya (Pasal 36 angka
(2) UUPPLH).* Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota dapat mendelegasikan
keputusan kelayakan lingkungan  atau
rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota. Proses dalam memperoleh Izin
Lingkungan adalah:

1. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
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2. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-
UPL; dan

3. Permohonan dan penerbitan Izin
Lingkungan.

4. Permohonan lzin Lingkungan diajukan
secara tertulis kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota.

5. Permohonan  Izin  Lingkungan
disampaikan bersamaan dengan
pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL
atau pemeriksaan UKL- UPL.

Dalam mengajukan  permohonan lzin
Lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen
AMDAL atau formulir UKL-UPL, dokumen
pendirian usaha dan/atau kegiatan, serta profil
usaha dan/atau kegiatan. Karena terkait
dengan Amdal, UKP-UPL, usaha dan /atau
kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, izin
lingkungan hidup juga harus memperhatikan
ketentuan pasal 14 UUPPLH, yakni beberapa
instrument pencegahan pencemaran atau
kerusakan lingkungan. Instrument-instrumen
yang dimaksud adalah Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu
lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, instrument
ekonomi lingkungan hidup, dan peraturan
perundang-undangan  berbasis  lingkungan
hidup. lzin lingkungan hidup juga harus
didasarkan pada Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan hidup (pasal 19). Jika
seperti itu maka Sistem perizinan lingkungan
hidup haruslah terpadu.

Tujuan perizinan harus dikaitkan dengan
peristiwa konkrit yang dihadapi. Secara umum,
tujuan izin adalah:

1. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
Untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas (izin
berdasarkan rank en horecawet, dimana
pengurus harus mempunyai syarat-syarat
tertentu)

2. Mencegah bahaya bagi lingkungan
Memberi izin kepada orang pribadi atau

badan yang  dimaksudkan  untuk
pembinaan, pengaturan, dan
pengawasan serta pencegahan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, bareang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
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3. Melindungi objek-objek tertentu Upaya
yang dilakukan oleh Pemerintah agar
tidak terjadi penyalahgunaan atau
perusakan terhadap objek-objek tertentu
yang memiliki izin resmi.

4. Membagi objek-objek yang sedikit
Memberikan kesempatan bagi seseorang
untuk melakukan suatu kegiatan tertentu
dengan memberikan suatu objek untuk
kegiatan dimaksud.

Hal-hal penting dalam perizinan, antara lain

adalah :

a. Penolakan izin dapat dilakukan jika
berkaitan dengan masalah
pembangunan  yang  menyangkut
kepentingan negara, lingkungan hidup,
pertahanan  keamanan keamanan,
ideologi dan lain-lain.  Masalah
kompetisi tidak dapat dijadikan alasan
untuk menolak izin.

b. Beberapa izin khusus dimungkinkan
untuk dipindahtangankan.

c. Adanya pembebasan bersyarat yang
memiliki ukuran untuk pengambilan
keputusan atas suatu izin.

d. Perumusan izin harus jelas sesuai
tujuan dari izin.

e. Dalam hal izin lingkungan hidup, dapat
ditetapkan persyaratan perlindungan
terhadap pembangunan yang
berkelanjutan.

f. lzin harus sesuai dengan hukum positif
yang berlaku. Izin dapat dicabut secara
menyeluruh atau sebagian, jika suatu
kegiatan yang diizinkan berdampak
negatif terhadap lingkungan dan tidak
cukup hanya dicegah dengan ketentuan
atau penambahan persyaratan baru.

g. Kegiatan usaha musnah oleh sebab
tertentu.

h. Pembatasan dari segi jangka waktu
berlakunya suatu izin (pemohon tidak
melakukan perjangan).

Macam Macam Perizinan :

1. lzin Lokasi

2. Pajak Reklame

3. Perizinan Gangguan Tempat Usaha

(HO)

Perizinan Gedung Pertemuan Umum
Perizinan Hotel

Perizinan Impresariat

Perizinan Jasa Biro Perjalanan Wisata

Nou ks

8. Perizinan Jasa Informasi Pariwisata

9. Perizinan Jasa Konvensi

10. Perizinan Jasa Pemandu Wisata

11. Perizinan Penggunaan Bangunan (IPB)
12. Perizinan Usaha Industri (IUl)

13. Perizinan Usaha Perdagangan (IUP)
14. Perizinan Usaha Pondok Wisata

15. Perizinan Usaha Restoran

16. Perizinan Usaha Rumah Makan

17. Tanda Daftar Gudang (TDG).

B. Proses lzin Amdal, UKL-UPL

Aktivitas pembangunan yang dilakukan
dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau
Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan
dampak terhadap  lingkungan.  Dengan
diterapkannya prinsip berkelanjutan dan
berwawasan  lingkungan  dalam  proses
pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap
lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai
aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak
awal perencanaannya, sehingga langkah
pengendalian dampak negatif dan
pengembangan dampak positif dapat disiapkan
sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang
dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut
adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-
UPL juga merupakan salah satu syarat untuk
mendapatkan Izin Lingkungan.
Usaha atau kegiatan dilihat dari perspektif
lingkungan hidup terbagi tiga tingkatan:
1. Usaha atau kegiatan Wajib AMDAL;
2. Usaha atau kegiatan Wajib UKL UPL;
3. Usaha atau kegiatan Wajib SPPL.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau
kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-
UPL wajib memiliki izin lingkungan”.

Dengan demikian usaha atau kegiatan yang
wajib memiliki izin lingkungan adalah:

1. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib

memiliki AMDAL; dan atau

2. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib

memiliki UKL-UPL.

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki
Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa
yang melanggar dapat dikenai pidana
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sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109
ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 bahwa:

“Setiap orang vyang melakukan usaha
dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah)”.

Pasal 109 ayat (1) UUPPLH

“Pejabat pemberi izin usaha dan/atau
kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau
kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak  Rp3.000.000.000,00 (tiga  miliar
rupiah)”. (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH). Pasal
36, 109 ayat (1), dan Pasal 111 ayat (2) dalam
UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yaitu mengenai sanksi pidana melanggar
izin lingkungan. Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL)

Amdal adalah: Kajian mengenai dampak
penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau
Kegiatan.

Hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL
yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu:

1. Dokumen Kerangka Acuan (KA),

2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan

Hidup (AMDAL),

3. Dokumen Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana
Dampak Penting adalah: perubahan
lingkungan hidup yang sangat mendasar
yang diakibatkan oleh suatu Usaha
dan/atau Kegiatan.

Kriteria dampak penting antara lain terdiri

atas:

1. besarnya jumlah penduduk yang akan
terkena dampak rencana Usaha
dan/atau Kegiatan;

2. luas wilayah penyebaran dampak;

3. intensitas dan lamanya dampak
berlangsung;
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4. Banyaknya komponen lingkungan
hidup lain yang akan terkena dampak;
sifat kumulatif dampak;

5. berbalik atau tidak berbaliknya
dampak; dan/atau

6. kriteria lain sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.Pemantauan Lingkungan
Hidup (RPL).

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan
bahwa Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak penting yang wajib dilengkapi
dengan amdal terdiri atas:

1. eksploitasi sumber daya alam, baik
yang terbarukan maupun yang tidak

terbarukan;
proses dan kegiatan yang secara
potensial dapat menimbulkan

pencemaran dan/atau kerusakan;

2. lingkungan hidup serta pemborosan
dan kemerosotan sumber daya alam
dalam pemanfaatannya;

3. proses dan kegiatan yang hasilnya
dapat mempengaruhi lingkungan
alam, lingkungan buatan, serta
lingkungan sosial dan budaya;

4. proses dan kegiatan yang hasilnya
akan  mempengaruhi  pelestarian
kawasan konservasi sumber daya
alam dan/atau perlindungan cagar
budaya;

5. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan,
hewan, dan jasad renik;

6. pembuatan dan penggunaan bahan
hayati dan nonhayati;

7. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi
dan/atau mempengaruhi pertahanan
negara; dan/atau

8. penerapan teknologi yang
diperkirakan mempunyai potensi
besar untuk mempengaruhi

lingkungan hidup.

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib memiliki Amdal tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup RI No. 05 Tahun 2012
Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal.

Dokumen AMDAL terdiri dari 3 dokumen
yaitu KA, ANDAL, RKL dan RPL, dengan
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demikian prosedur penyusunan Dokumen
AMDAL merupakan penyusunan dokumen KA,
ANDAL, RKL dan RPL yang saling keterkaitan
satu dengan lainnya.

AMDAL disusun oleh Pemrakarsa,
Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal
dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan
kepada pihak lain baik perorangan atau yang
tergabung dalam lembaga penyedia jasa
penyusunan dokumen Amdal dengan syarat
telah memiliki sertifikat kompetensi penyusun
Amdal. Pegawai negeri sipil yang bekerja pada
instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau
kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun
Amdal.

Pemrakarsa adalah setiap orang atau
instansi pemerintah yang bertanggung jawab
atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan
dilaksanakan. Dokumen AMDAL disusun pada
tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau
Kegiatan dengan Lokasi wajib sesuai dengan
rencana tata ruang.

Jika lokasi kegiatan yang direncanakan tidak
sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen
Amdal tidak dapat dinilai dan wajib
dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 4 PP
No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan).
Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses
amdal dan izin lingkungan agar:

1. Masyarakat mendapatkan informasi
mengenai rencana usaha dan/atau
kegiatan vyang berdampak penting
terhadap lingkungan;

2. Masyarakat dapat menyampaikan saran,
pendapat dan/atau tanggapan atas
rencana usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak penting terhadap lingkungan;

3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses
pengambilan keputusan terkait dengan
rekomendasi kelayakan atau
ketidaklayakan atas rencana usaha
dan/atau kegiatan yang berdampak
penting terhadap lingkungan;

4. Masyarakat dapat menyampaikan saran,
pendapat dan/atau tanggapan atas
proses izin lingkungan;

Prosedur Penyusunan dokumen AMDAL dan

RKL-RPL:

a. Pemrakarsa menyusun Dokumen Amdal
dan Dokumen RKL-RPL berdasarkan
Dokumen Kerangka Acuan yang telah
diterbitkan persetujuannya,

. Draft Dokumen Amdal dan Dokumen

RKL-RPL diajukan kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangan melalui Sekretariat
Komisi Penilai Amdal

. Sekretariat Komisi Penilai  Amdal

memberikan pernyataan tertulis
mengenai  kelengkapan  administrasi
dokumen Amdal dan RKL-RPL.

. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim

teknis untuk menilai dokumen Amdal dan
RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap
secara administrasi oleh Sekretariat
Komisi Penilai Amdal

. Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil

penilaian Andal dan RKL-RPL
menyelenggarakan rapat Komisi Penilai
Amdal.

Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal
menyatakan bahwa dokumen Andal dan
RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai
Amdal mengembalikan dokumen Amdal
dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk
diperbaiki

. Pemrakarsa menyampaikan kembali

perbaikan dokumen Amdal dan RKL-RPL

. Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-

RPL yang telah diperbaiki Komisi Penilai
Amdal melakukan penilaian  akhir
terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
Komisi Penilai Amdal menyampaikan
rekomendasi hasil penilaian Andal dan
RKL-RPL kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya.
Rekomendasi hasil penilaian Amdal dan
RKL-RPL dapat berupa: rekomendasi
kelayakan lingkungan; atau rekomendasi
ketidaklayakan lingkungan.

. Komisi Penilai Amdal menyampaikan

hasil penilaian akhir berupa rekomendasi
hasil penilaian akhir kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya

. |. Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota berdasarkan
rekomendasi penilaian atau penilaian
akhir dari  Komisi  Penilai Amdal
menetapkan keputusan kelayakan
lingkungan hidup atau ketidaklayakan
lingkungan hidup.

. m. Jangka waktu penetapan

keputusan kelayakan atau ketidaklayakan
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lingkungan hidup dilakukan paling lama
10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya rekomendasi hasil penilaian
atau penilaian akhir dari Komisi Penilai
Amdal.

Izin Lingkungan Untuk Yang Wajib UKL-UPL

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib
memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL-UPL)  sebagai salah satu syarat
memperoleh izin lingkungan

UKL-UPL adalah: Pengelolaan dan
pemantauan terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak berdampak penting
Terhadap lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa, Pegawai
negeri sipil yang bekerja pada instansi
lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau
kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun
UKL-UPL. Kecuali dalam hal instansi lingkungan
hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota
bertindak sebagai Pemrakarsa.

Jenis Kegiatan atau usaha yang wajib ukl upl
ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur
atau Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Prosedur Penyusunan Dan Pemeriksaan
UKL-UPL

Prosedur Penyusunan UKL-UPL:

1. UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada
tahap  perencanaan suatu Usaha
dan/atau Kegiatan. dengan Lokasi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib
sesuai dengan rencana tata ruang.

2. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan tidak sesuai dengan rencana
tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa
dan  wajib  dikembalikan  kepada
Pemrakarsa. (Pasal 14 PP No. 27 Tahun
2012 tentang Izin Lingkungan) *®

3. Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui
pengisian formulir UKL-UPL dengan
format yang ditentukan dalam Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.
16 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Pemeriksaan UKL-UPL :

1. Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh
Pemrakarsa disampaikan kepada
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Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangan;

2. Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan
Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan
oleh: pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
kepala instansi  lingkungan  hidup
provinsi; atau. kepala instansi lingkungan
hidup kabupaten/kota.

3. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
melakukan pemeriksaan kelengkapan
administrasi formulir UKL-UPL.

4. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan
administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan
tidak lengkap, Menteri,gubernur, atau
bupati/walikota mengembalikan UKLUPL
kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.

5. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan
administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan
lengkap, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota melakukan pemeriksaan
UKL-UPL.

6. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari sejak
formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap
secara administrasi.

Pasal 14 PP Nomor 27 Tahun 2012
Tentang Izin Lingkungan; Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Rl Nomor 16 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup.

1. Berdasarkan pemeriksaan Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota
menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
berupa: PERSETUJUAN UKL-UPL atau
PENOLAKAN UKL UPL.

Rekomendasi  UKL-UPL adalah  surat
persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib UKL-UPL. Bersamaan
dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL
disampaikanlah Permohonan lzin Lingkungan
dilengkapi dengan melampirkan dokumen
pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan profil
Usaha dan/atau Kegiatan.

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
AMDAL atau UKL-UPL wajib membuat surat
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Izin Lingkungan

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki
izin lingkungan. lzin lingkungan diterbitkan
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berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan
hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Izin Lingkungan adalah: Izin yang diberikan
kepada setiap orang yang melakukan Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-
UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai
prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau
Kegiatan.

Izin lingkungan merupakan persyaratan
untuk memperoleh izin usaha dan/atau
kegiatan. (Pasal p40 ayat (1) UU No. 32 Tahun
2009), dengan demikian seharusnya izin
lingkungan harus ada terlebih dulu sebelum
penerbitan izin usaha, dan ada ketentuan
bahwa:

“Pejabat pemberi izin usaha dan/atau

kegiatan yang menerbitkan izin usaha

dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan
izin lingkungan dipidana dengan pidana
penjara paling lama tiga tahun dan denda

paling banyak tiga miliar rupiah. (Pasal 111

ayat (2) UU No. 32 tahun 2009)".

Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha
dan/atau kegiatan dibatalkan.

Izin Lingkungan diterbitkan oleh:

1. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Rekomendasi
UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;

2. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Rekomendasi
UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur;
dan

3. Bupati/walikota, untuk Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan
oleh bupati/walikota. (Pasal 47 ayat (1)
UU No 32/2009).

Pasal 37 ayat (1) UUPPLH mengharuskan:
“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya wajib menolak
permohonan izin lingkungan apabila
permohonan izin tidak dilengkapi dengan
amdal atau UKL-UPL”.

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan
kegiatan yang meliputi :
1. Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
2. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-
UPL; dan
3. Permohonan dan penerbitan lzin
Lingkungan.

Poin 1 dan 2 telah dibahas di atas, poin 3
perihal Permohonan dan penerbitan Izin
Lingkungan kita bahas di bawah ini:

1. Permohonan lIzin Lingkungan:

2. Permohonan Izin Lingkungan diajukan
secara tertulis oleh penanggungjawab
Usaha  dan/atau Kegiatan  selaku
Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.
3. Permohonan Izin Lingkungan
disampaikan bersamaan dengan

pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL
atau pemeriksaan UKL-UPL.

4. Permohonan Izin Lingkungan harus
dilengkapi dengan: Dokumen Amdal atau
formulir UKL-UPL; Dokumen pendirian
Usaha dan/atau Kegiatan; dan Profil
Usaha dan/atau Kegiatan.

5. Setelah menerima permohonan Izin
Lingkungan, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota wajib mengumumkan
permohonan Izin Lingkungan

6. Pengumuman untuk Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan
oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota melalui multimedia dan
papan pengumuman

7. Di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling
lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
dokumen Andal dan RKL-RPL vyang
diajukan dinyatakan lengkap secara
administrasi.

8. Masyarakat dapat memberikan saran,
pendapat, dan tanggapan terhadap
pengumuman dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diumumkan.

9. Saran, pendapat, dan tanggapan dapat
disampaikan melalui wakil masyarakat
yang terkena  dampak dan/atau
organisasi masyarakat yang menjadi
anggota Komisi Penilai Amdal.

10. Pengumuman untuk Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan
oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota. melalui multimedia dan
papan pengumuman di lokasi Usaha
dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua)
hari kerja terhitung sejak formulir UKL-
UPL yang diajukan dinyatakan lengkap
secara administrasi.
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11. Masyarakat dapat memberikan saran,
pendapat, dan tanggapan terhadap
pengumuman dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

12. Saran, pendapat, dan tanggapan dapat
disampaikan kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Izin Lingkungan diterbitkan oleh:

a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Rekomendasi
UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;

b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Rekomendasi
UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur;
dan

c. bupati/walikota, untuk Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan
oleh bupati/walikota.

- lzin lingkungan diterbitkan oleh
Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota setelah dilakukannya
pengumuman permohonan Izin
Lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44; dan

- lzin lingkungan diterbitkan bersamaan
dengan diterbitkannya Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Rekomendasi UKL-UPL.

Izin Lingkungan paling sedikit memuat:

a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat
dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;

b. persyaratan dan  kewajiban yang
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota; dan

c. berakhirnya Izin Lingkungan.

Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang
direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, lzin Lingkungan mencantumkan jumlah
dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan
berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan. Izin
Lingkungan vyang telah diterbitkan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib
diumumkan melalui media massa dan/atau
multimedia. Pengumuman dilakukan dalam
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jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak
diterbitkan.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sistem perizinan lingkungan sebagai

instrument  pencegahan kerusakan
dan/atau pencemaran lingkungan hidup
pada hakikatnya merupakan
pengendalian  aktivitas  pengelolaan
lingkungan hidup. Oleh karena itu,
pengaturan dan penyelenggaraan
perizinan  lingkungan  hidup  harus
didasarkan norma keterpaduan pada
UUPPLH. Perizinan terpadu bidang
lingkungan hidup dalam hal ini tidak
hanya tentang teknis administrasi
(prosedur, waktu dan biaya) saja
sebagaimana dipahami oleh aparat
pemerintahan selama ini. Namun juga
berkaitan dengan aspek subtansi
perizinan bidang lingkungan hidup itu
sendiri. Mencermati ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan
perizinan dalam UUPPLH ini, pada satu
sisi, yang dimaksudkan adalah izin
lingkungan  sebagai  syarat  untuk
mendapat izin usaha dan/atau kegiatan
(sectoral). Pada saat yang sama juga
merupakan suatu ketentuan pelanggaran
terhadap suatu  aturan/persyaratan
(kewajiban-kewajiban) hukum
aadministrasi, seperti kewajiban-
kewajiban yang dicantumkan dalam izin,
atau melakukan tindakan tersebut
dengan tidak memiliki izin.

. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya
yang dilakukan dalam pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup oleh
penanggung jawab dan atau kegiatan
yang tidak wajib melakukan AMDAL
(Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
Kegiatan yang tidak wajib menyusun
AMDAL tetap harus melaksanakan upaya
pengelolaan lingkungan dan upaya
pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-
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UPL diberlakukan bagi kegiatan yang
tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan
dampak kegiatan mudah dikelola dengan
teknologi yang tersedia. UKL-UPL
merupakan perangkat  pengelolaan
lingkungan hidup untuk pengambilan
keputusan dan dasar untuk menerbitkan
ijin  melakukan usaha dan atau
kegiatan.UKL-UPL sama halnya seperti
AMDAL, berfungsi sebagai panduan
pengelolaan lingkungan bagi seluruh
penyelenggara suatu kegiatan. Namun,
skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL
relatif cukup kecil dan dianggap memiliki
dampak terhadap lingkungan yang tidak
terlalu besar dan penting.

B. Saran

1. Izin perlu pemerintah tingkatkan lagi,
agar supaya setiap orang vyang
melakukan suatu kegiatan/usaha itu
harus dapat bertanggung-jawab
semestinya.

2. Mari kita saling bergotong-royong
menjaga lingkungan disekitar kita agar
supaya terhindar dari berbagai
pencemaran lingkungan ataupun
kerusakan lingkungan.
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